
 
 

 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  2  TAHUN  2003 

TENTANG 

PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

   

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27  ayat (2) Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

  

Mengingat  : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;  

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); 

  

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN 

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 

  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:  

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri 

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

2. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap 

peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

3. Peraturan ... 
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3. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 

serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara 

tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.  

4. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan 

disiplin.  

5. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik 

yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia.   

6. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang 

berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia melalui Sidang Disiplin.  

7. Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin 

yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan 

terhukum dalam tempat khusus.  

8. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara 

pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.  

9. Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada 

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.  

10. Atasan langsung adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap 

bawahan yang dipimpinnya.  

11. Atasan tidak langsung adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.  

12. Bawahan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari Atasan.  

13. Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah 

atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman 

disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.  

 

14. Atasan ... 
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14. Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum.  

15. Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan 

disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.  

16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut 

Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.  

 

Pasal 2 

(1)  Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi:  

a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan  

b. mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada 

hukum yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.  

(2) Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang sedang menjalani pidana penjara.  

   

BAB II 

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI 

 

Pasal 3 

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia wajib:  

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;  

b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau 

golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan 

kepentingan negara;  

c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia;  

d. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-

baiknya;  

e. hormat … 
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e. hormat-menghormati antar pemeluk agama;  

f. menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

g. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang 

berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;  

h. melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui  ada hal yang dapat 

membahayakan  dan/atau merugikan negara/ pemerintah;   

i. bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;  

j. berpakaian rapi dan pantas.  

  

Pasal 4 

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:  

a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-

baiknya kepada masyarakat;  

b. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan 

dan/atau pengaduan masyarakat;  

c. menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku;  

d. melaksanakan  tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa 

tanggung jawab;  

e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan 

kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;  

f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan 

yang berlaku;  

g. bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap 

bawahannya;  

h. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;  

i. memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;  

j. mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;  

k. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan 

karier;  

l. menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;  

m. menaati ketentuan jam kerja;  

n. menggunakan … 
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n. menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;  

o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.  

 

Pasal 5 

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:  

a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat 

negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;  

b. melakukan kegiatan politik praktis;  

c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa;  

d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja 

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau 

pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 

kepentingan negara;  

e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk 

mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian 

Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;  

f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada 

dalam ruang lingkup kekuasaannya;  

g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat  

hiburan;  

h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;  

i. menjadi perantara/makelar perkara;  

j. menelantarkan keluarga.  

 

Pasal 6 

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dilarang:  

a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;  

b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;  

c. menghindarkan tanggung jawab dinas;  

d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;  

e. menguasai … 


